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Abstract:  
The purpose of this research is to determine the position of the amicus curiae in proving 

criminal acts of corruption and the judge's consideration of the amicus curiae in handing 

down decision No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. The type of research used is normative 

legal research, namely research that includes research on legal principles, legal 

systematics, levels of legal synchronization as well as comparison and legal history. Legal 

issues are studied through literature studies of statutory regulations or other legal 

materials, namely court decisions that have relevance to the issues discussed, namely 

Amicus Curiae in proving criminal acts of corruption in court (Decision Study no. 

9/Pid.Sus-TPK/2022 /PN plk). Based on the research conducted, the results show that 

First, regarding the position of amicus curiae as evidence, amicus curiae cannot be 

classified as evidence listed in the Criminal Procedure Code. Amicus curiae has a 

different position in evidence when compared to the main parties in a judicial process. 

Their role has more to do with providing legal insight and additional information to the 

court to assist in better decision making. Amicus curiae can be a new piece of evidence 

that is not uniform in form because it does not have a standard form, because it has not 

been formally regulated in the current laws and regulations. Second, amicus curiae in 

criminal justice tends to provide legal views or additional legal arguments to the court. 

They may provide legal interpretation, constitutional analysis, or provide views on the 

legal implications of a case. Opinions or legal views expressed at the amicus curiae can 

assist the court in understanding and considering relevant legal aspects. In the criminal 

corruption case number 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, the panel of judges accepted and 

considered several arguments in the Amicus Curiae but it was not the main consideration 

for the acquittal of the defendant in the prosecution. The judge considered that the 

existence of this Amicus Curiae could discuss the implications and impact on the rights 

of the individuals involved in the case. 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan amicus curiae 

dalam pembuktian tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim terhadap Amicus 

Curiae dalam menjatuhkan putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup 

penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum juga 

perbandingan dan sejarah hukum. Permasalahan hukum dikaji melalui studi kepustakaan 

peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yaitu putusan 

pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas yaitu Amicus Curiae dalam 
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pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan (Studi Putusan no. 9/Pid.Sus-

TPK/2022/PN Plk). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa 

Pertama, mengenai kedudukan amicus curiae sebagai alat bukti, amicus curiae tidak dapat 

digolongkan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Amicus curiae memiliki 

kedudukan yang berbeda dalam pembuktian jika dibandingkan dengan pihak-pihak utama 

dalam suatu proses peradilan. Peran mereka lebih berkaitan dengan memberikan 

pandangan hukum dan informasi tambahan kepada pengadilan untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan yang lebih baik. Amicus curiae dapat menjadi alat bukti baru 

yang tidak seragam bentuknya karena tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur 

secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Kedua, Amicus 

curiae dalam peradilan pidana cenderung memberikan pandangan hukum atau argumen 

hukum tambahan kepada pengadilan. Mereka dapat memberikan interpretasi hukum, 

analisis konstitusional, atau memberikan pandangan tentang implikasi hukum dari suatu 

kasus. Pendapat atau pandangan hukum yang disampaikan pada amicus curiae dapat 

membantu pengadilan dalam memahami dan mempertimbangkan aspek hukum yang 

relevan. Dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, 

majelis hakim menerima dan mempertimbangkan beberapa dalil yang ada pada Amicus 

Curiae tersebut tetapi bukan sebagai pertimbangan utama dibebaskannya terdakwa dalam 

tuntutan. Hakim menilai bahwa dengan adanya Amicus Curiae ini dapat membahas 

implikasi dan dampak terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Kata Kunci: Amicus Curiae, Pembuktian, Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi. 

 

1. Pendahuluan  

Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk 

memperoleh kebenaran yang dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan 

yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.  Ketika suatu perkara 

kurang jelas, maka kewajiban seorang hakim adalah memperjelas dengan 

menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat melalui putusan. Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat 

bukti yang ada, salah satunya adalah adanya Amicus Curiae. 

Praktek amicus curiae mulai digali dan diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia. 

Tidak ada yang baru ketika sistem common law diintegrasikan ke dalam hukum civil 

law yang dianut di Indonesia. Indonesia secara historis mengikuti beberapa prinsip 

sistem hukum common law, seperti asas praduga tidak bersalah (presumption of 

innocence). Amicus Curiae telah digunakan dalam berbagai kasus kriminal misalnya 

dalam perkara “Upi Asmaradana”, perkara Majalah Time versus Soeharto dan 

perkara Prita Mulyasari. Namun praktik Amicus Curiae belum diatur secara jelas dan 

formil didalam hukum positif Indonesia, karena mengingat Indonesia menganut 

sistem hukum civil law. 
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Oleh karena itu dalam sebuah penelitian ini, penulis mencoba mengkaji putusan 

hakim dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk, yang penulis akan kaji 

disini yaitu tentang kedudukan Amicus Curiae dalam pembuktian tindak pidana, 

pertimbangan hakim terhadap adanya Amicus Curiae pada perkara tindak pidana 

korupsi. 

 

2. Metode 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (doktrinal), yaitu penelitian 

untuk menemukan jawaban yang tepat dengan membuktikan kebenaran 

yang dicari atau bersandar pada ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab 

undang-undang. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu 

dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan 

argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan permasalahan tertentu. 

c. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus 

(case approach) yang artinya suatu pendekatan yang berfokus pada 

analisis mendalam terhadap kasus-kasus hukum yang relevan. Peneliti 

mempelajari kasus-kasus tertentu untuk memahami bagaimana hukum 

diterapkan, diinterpretasikan, dan dikembangkan dalam situasi konkret.  

d. Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah tipe penelitian terhadap asas-asas hukum atau “doctrinal research” 

yakni penelitian yang melibatkan analisis dokumen hukum dan literatur 

hukum yang ada untuk memahami kedudukan hukum suatu topik. Tipe 

penelitian ini mengumpulkan undang-undang, peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk 

menganalisis dan menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam 
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penelitian ini menitikberatkan pada Putusan Pengadilan Negeri 

Palangkaraya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk. 

e. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis data, yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik, rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, artikel, dan hasil dari para 

ahli hukum terutama yang berkaitan erat di bidang amicus curiae dalam 

pembuktian tindak pidana. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier atau yang sering disebut sebagai bahan hukum 

penunjang adalah semua bahan yang memberikan penjelasan ataupun 

arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus dan ensiklopedia. 

f. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis melakukannya dengan 

menghimpun suatu bahasan secara terstruktur. Tentunya juga 

memperhatikan apakah bahan-bahan hukum sudah relevan dengan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis. 
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g. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Teknik pengolahan bahan hukum yang akan digunakan penulis secara 

keseluruahan yaitu dengan membaca, memeriksa dan meneliti bahan 

hukum yang diperoleh. Kemudian, saat semua bahan hukum telah 

terkumpul, penulis melakukan analisis serta menyususnya sistematis. 

Setelah itu, penulis menggunakan teknik mengutip dari buku-buku, jurnal, 

karya tulis lainnya yang bersifat ilmiah. 

 

3. Kedudukan Amicus Curiae dalam Pembuktian Tindak Pidana 

Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “Friends of The Court” atau 

“Sahabat Pengadilan”. Sebagai pihak dalam persidangan, amicus curiae menyampaikan 

pendapat hukumnya kepada pengadilan. Tidak ada aturan amicus curiae di Mahkamah 

Agung Indonesia, namun Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 yang selanjutnya telah 

diubah dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu, pasal ini 

menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk menemukan kekuatan pembuktian terhadap 

amicus curiae. 

Amicus curiae berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan 

dipraktekkan dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk 

mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum 

berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.  

Amicus curiae dianggap penting untuk mengungkapkan pendapatnya di pengadilan untuk 

mengklarifikasi fakta, menjelaskan masalah hukum dan mewakili kelompok tertentu yang 

mereka anggap tertindas atau dirugikan. 

Lebih tegasnya, pada KUHAP dapat dimaknai hanya memperbolehkan pengakuan 

terbatas atas keterlibatan/partisipasi masyarakat, sebagai bentuk perwujudan amicus 

curiae, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) yang berbunyi:  

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang 

pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar 

diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.” 
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Seorang hakim dianggap memiliki kendali atas semua masalah hukum. Jika seorang 

hakim tidak tahu, ia harus berusaha mencari tahu, karena ketika seorang hakim ditugaskan 

ke suatu daerah, hakim harus terlebih dahulu mencari tahu dan memahami keadaan 

setempat sebelum peraturan formilnya diketahui. Oleh karena itu, ketika undang-undang 

itu tidak ada atau tidak jelas, hakim terpaksa memeriksa nilai-nilai tertulis dan tidak 

tertulis yang hidup dalam masyarakat. 

Meskipun secara konstitusional para hakim memiliki kebebasan berdasarkan asas the 

independent of judiciary, tetapi untuk menwujudkan penyelenggaraan peradilan yang 

sesuai dengan prinsip fair trial dan just trial diperlukan hakim-hakim yang tangguh, 

berani, professional, dan bermental baik. 

Mengenai kedudukan amicus curiae sebagai alat bukti, amicus curiae tidak dapat 

digolongkan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Amicus curiae memiliki 

kedudukan yang berbeda dalam pembuktian dibandingkan dengan pihak-pihak utama 

dalam suatu proses peradilan. Namun amicus curiae dapat sebagai alat bukti baru yang 

bahannya tidak memiliki bentuk baku, sebab belum diatur secara formil dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada saat ini.  

Dalam konteks pembuktian, amicus curiae biasanya tidak memiliki kewajiban untuk 

menyajikan atau mengumpulkan bukti dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Tugas 

utama mereka adalah menyampaikan argumen hukum atau pendapat mereka kepada 

pengadilan berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka di bidang hukum terkait. 

Namun, terdapat pengecualian tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di 

setiap negara atau pengadilan. Beberapa pengadilan atau yurisdiksi dapat memberikan 

amicus curiae izin untuk menyajikan bukti jika pengadilan merasa bukti tersebut relevan 

dan bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan. Namun, dalam kebanyakan kasus, 

amicus curiae lebih berperan dalam memberikan argumen hukum, pemahaman konteks 

sosial, pandangan kebijakan, atau interpretasi hukum yang dapat mempengaruhi proses 

peradilan. 

Penting untuk diingat bahwa peran amicus curiae adalah membantu pengadilan dengan 

memberikan perspektif yang berbeda dan memberikan argumen atau pandangan yang 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengadilan. Kekuatan pembuktian dari 

amicus curiae terletak pada keyakinan hakim dalam menilai isi dan relevansi dari amicus 
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curiae terkait perkara tertentu. Namun, keputusan akhir dan penilaian atas bukti yang 

disajikan tetap menjadi tugas pengadilan itu sendiri. 

Menurut penulis, amicus curiae adalah pihak yang berkepentingan menangani perkara 

dan menyampaikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Pelayanan amicus curiae 

terbatas pada penyampaian pendapat/laporan hukum. Pasal 180 ayat (1) KUHAP tidak 

dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk amicus curiae sebagai alat bukti, sebab selama 

ini pada setiap perkara, hakim tidak meminta untuk dihadirkannya amicus curiae, 

sedangkan rumusan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP jelas mengatur bahwa hadirnya 

bahan baru di muka persidangan haruslah berdasarkan permintaan hakim ketua. 

Amicus curiae sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam kasus tersebut, merupakan 

bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berjalan. Hal ini 

sesuai dengan negara hukum yang demokratis (Democratische Rechtsstaat). Prinsip ini 

mensyaratkan bahwa setiap keputusan negara harus menjamin partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilannya. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan kenegaraan 

memiliki nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.  Selain itu pada rumusan 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

mewajibkan hakim untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bagi hakim untuk mengakui 

permohonan amicus curiae sebagai hal yang penting untuk menelaah nilai-nilai keadilan 

dalam suatu perkara. 

 

4. Amicus Curiae dalam Peradilan Pidana  

Pada dasarnya keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam penegakan hukum merupakan 

pilihan atau kombinasi antara mengutamakan kebenaran formal atau kebenaran 

substantif. Harus ada keselarasan antara kebenaran formal dan materil. Di sisi lain, 

putusan hakim juga harus sesuai dengan teori hukum, filsafat, dan doktrin hukum. 

Rasio logis dari putusan haruslah nampak. Terdapat runtutan proses penalaran yang 

bermakna, dan hanya dibangun atas dasar logika. Terdapat suatu “condition sine qua non” 

agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai 

dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. 

Oleh karena itu, penerapan logika dan legal concept berada di tangan hakim. Ada hak 

moral untuk bertanggung jawab dalam proses berpikir. Hakim menerima kehadiran 
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amicus curiae di pengadilan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam kasus-kasus 

yang tertunda di pengadilan. Hakim tetap menilai dan mempertimbangkan isi dari amicus 

curiae tersebut. Putusan hakim juga harus tetap memperhatikan dan menerapkan serta 

mencerminkan tiga unsur atau asas yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), 

kemamfaatan (Zweckmassigkeiit) dan keadilan (Gerechtigkeit) dengan mengusahakan 

kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga unsur tersebut. Hakim tidak bisa 

begitu saja mendahulukan atau menekankan satu unsur saja dengan mengorbankan atau 

mengesampingkan dua unsur lainnya dari tiga komponen penegakan hukum tersebut. 

Dalam peradilan pidana, peran amicus curiae biasanya lebih terbatas dibandingkan 

dengan peradilan perdata. Namun, dalam beberapa sistem hukum, ada kemungkinan 

partisipasi amicus curiae dalam kasus-kasus pidana dengan beberapa batasan salah 

satunya keterbatasan intervensi. Dalam banyak sistem hukum, peradilan pidana 

didasarkan pada prinsip kontradiksi, dimana terdakwa dan jaksa penuntut merupakan 

pihak yang terlibat dalam persidangan. Amicus curiae biasanya tidak memiliki 

kedudukan formal sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa pidana tersebut. Oleh 

karena itu, peran amicus curiae dalam peradilan pidana lebih terbatas dibandingkan 

dengan peradilan perdata. 

Amicus curiae dalam peradilan pidana cenderung memberikan pandangan hukum atau 

argumen hukum tambahan kepada pengadilan. Mereka dapat memberikan interpretasi 

hukum, analisis konstitusional, atau memberikan pandangan tentang implikasi hukum 

dari kasus tersebut. Pendapat atau pandangan hukum yang disampaikan oleh amicus 

curiae dapat membantu pengadilan dalam memahami dan mempertimbangkan aspek 

hukum yang relevan dalam kasus pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa peran 

amicus curiae dalam peradilan pidana dapat berbeda disetiap yurisdiksi. Persyaratan dan 

batasan yang mengatur partisipasi amicus curiae dalam kasus pidana dapat bervariasi, 

tergantung pada aturan dan kebijakan hukum setempat. Oleh karena itu, penting bagi 

amici(s) untuk mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan 

dalam kasus pidana yang mereka hadapi. 

Salah satu contoh kasus menarik yang mendatangkan amicus curiae yakni kasus tindak 

pidana korupsi atas nama terdakwa Willem Hengki dengan nomor perkara No. 9/Pid.Sus-

TPK/2022/PN Plk. Penanganan kasus ini menghadapi beberapa masalah serius sejak 

awal. Willem Hengki dituding melakukan korupsi karena membayar pihak swasta yang 
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sebelumnya membangun jalan di Desa Kinipan. Padahal, pembayaran tersebut 

merupakan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. 

Selain itu, Willem Hengki juga mengemban beberapa komitmen sebagai kepala desa, 

antara lain mengadakan musyawarah pembangunan desa dengan pemangku kepentingan. 

Selain itu, masyarakat desa Kinipan membutuhkan pembangunan jalan tersebut sejak 

awal. Selain itu, diketahui bahwa terdakwa berkoordinasi dan berpesan kepada instansi 

yang bertanggung jawab dan lembaga pemeriksa untuk memastikan proses pembayaran. 

Atas dasar hal tersebut, maka dari itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(ELSAM), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia 

Corruption Watch (ICW), dan Febri Diansyah (eks Jubir KPK/Visi Law Office) 

mengirimkan Amicus Curiae ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya dalam 

perkara nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, beserta surat No. 093/DE/ELSAM/VI/2022, 

tanggal 9 Juni 2022, dimana Surat tersebut berisi pernyataan kepentingan Amici, 

gambaran singkat tentang Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia, Ringkasan 

Perkara dan Pendapat sebagai Amici. Mereka menyusun materi sahabat pengadilan 

(Amicus Curiae) untuk dipertimbangkan juri dalam masalah ini. Dokumen ini pada 

intinya memuat aspek-aspek yang memfasilitasi Hengki sebagai orang adat sekaligus 

kepala desa yang memperjuangkan masyarakat dan menjaga lingkungan. 

Ada dua dalil utama dalam Amicus Brief tersebut. Pertama, pemerkaraan terdakwa 

Willem Hengki merupakan bentuk serangan terhadap pejuang lingkungan (Strategic 

Lawsuit Against Public Participation/SLAPP), sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 UU 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 

berbunyi: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat secara perdata.” 

Terdakwa Willem Hengki disebut pejuang lingkungan hidup karena menjadi bagian dari 

masyarakat adat Laman Kinipan yang saat ini sedang memperjuangkan wilayah adat 

melawan PT Sawit Mandiri Lestari (PT. SML). Sebagai Kepala Desa yang mendukung 

keberadaan dan perjuangan masyarakat adat Laman Kinipan, Terdakwa Willem Hengki 

telah membuat Perdes tentang Larangan membuka hutan di area Wilayah hutan adat 

masyarakat adat Laman Kinipan, melaporkan masyarakat yang menjual tanah kepada PT 

SML kepada Polres Lamandau, melaporkan kasus lingkungan (ikan mati secara massal) 

akibat aktivitas PT SML, menganggarkan APBDes untuk kelembagaan adat dan 
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memfasilitasi pembentukan panitia masyarakat hukum adat tingkat Desa Kinipan untuk 

mendapatkan pengakuan hukum negara;  

Dalil kedua, Terdakwa memang melakukan tindakan keliru yang bersifat administratif 

karena menamakan anggaran pembangunan jalan usaha pada APBDes 2019 dengan 

penyebutan “Pembukaan Jalan Usaha Tani’ padahal pembukaan sudah selesai pada tahun 

2017. Tetapi tindakan tersebut bukan perbuatan pidana, melainkan administratif karena 

ada alasan pembenar yaitu menjalankan perintah UU. Oleh karena itu, para amici(s) 

mendesak agar majelis hakim menjatuhkan putusan lepas (onslag van recht vervolging). 

Dalam hal ini majelis hakim menerima dan mempertimbangkan beberapa dalil yang ada 

pada Amicus Curiae tersebut tetapi bukan sebagai pertimbangan utama dibebaskannya 

terdakwa dalam tuntutan. Hakim menilai bahwa dengan adanya Amicus Curiae ini dapat 

membahas implikasi dan dampak terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam kasus 

tersebut. Amicus curiae dapat menyediakan informasi tambahan tentang kepentingan 

masyarakat. Mereka dapat membantu pengadilan dalam mempertimbangkan implikasi 

sosial, kebijakan publik, atau isu-isu yang lebih luas yang terkait dengan kasus tersebut. 

Hakim memiliki beberapa pertimbangan ketika menghadapi partisipasi amicus curiae 

dalam proses peradilan. Beberapa pertimbangan yang mungkin meliputi: 

1. Relevansi dan keahlian: Hakim akan mengevaluasi apakah kontribusi yang 

diharapkan dari amicus curiae relevan dengan isu hukum yang sedang 

dipertimbangkan dalam kasus tersebut. Mereka akan mempertimbangkan apakah 

amicus curiae memiliki keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang khusus 

dalam bidang hukum yang terkait dengan kasus tersebut. 

2. Keseimbangan perspektif: Hakim akan mempertimbangkan apakah partisipasi 

amicus curiae dapat membantu memperkaya pandangan dan argumen yang 

disajikan dalam kasus. Mereka akan mencari keseimbangan dalam mendengarkan 

pandangan yang berbeda dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat 

memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka. 

3. Dampak pada efisiensi dan waktu: Hakim juga akan mempertimbangkan dampak 

partisipasi amicus curiae terhadap efisiensi dan waktu persidangan. Mereka akan 

mempertimbangkan apakah partisipasi amicus curiae akan memperlambat proses 

peradilan atau mempengaruhi jadwal sidang yang ada. 
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4. Kepentingan publik: Hakim akan mempertimbangkan apakah partisipasi amicus 

curiae dapat membawa masalah hukum yang memiliki dampak yang lebih luas 

pada masyarakat atau kepentingan publik. Mereka akan mengevaluasi apakah 

kontribusi amicus curiae dapat membantu pengadilan dalam memahami implikasi 

sosial, kebijakan publik, atau isu-isu yang lebih luas yang terkait dengan kasus 

tersebut. 

5. Proses yang adil dan pihak yang terlibat: Hakim akan mempertimbangkan 

keadilan proses peradilan dan hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus. Mereka 

akan memastikan bahwa partisipasi amicus curiae tidak mengorbankan hak-hak 

pihak yang terlibat dalam kasus dan tidak mempengaruhi proses peradilan yang 

adil. 

Pertimbangan-pertimbangan ini akan berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan 

kebijakan pengadilan. Oleh karena itu, amicus curiae yang ingin berpartisipasi dalam 

proses peradilan harus mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan 

setempat serta menjelaskan relevansi dan kegunaan kontribusi mereka kepada hakim 

dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. 

 

5. Penutup 

Kesimpulan  

Amicus curiae tidak memiliki kedudukan formal dalam pembuktian dalam proses 

peradilan. Mereka tidak dianggap sebagai pihak yang terlibat langsung dalam 

sengketa atau kasus yang sedang dipertimbangkan, dan oleh karena itu, mereka 

tidak memiliki hak 

 

Saran 

1. Keterbukaan dan Transparansi: Sistem peradilan perlu memiliki mekanisme 

yang terbuka dan transparan untuk menerima amicus curiae. Proses 

pengajuan amicus curiae harus jelas dan dapat diakses oleh pihak yang 

berkepentingan. Hal ini akan memastikan bahwa pandangan yang beragam 

dan relevan dapat diajukan ke pengadilan. 

2. Pertimbangkan Keahlian dan Kredibilitas: Pengadilan sebaiknya 

mempertimbangkan keahlian dan kredibilitas individu atau kelompok yang 
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ingin menjadi amicus curiae. Memastikan bahwa mereka memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan kasus yang sedang 

dipertimbangkan akan meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap 

pandangan mereka. 

3. Keberimbangan dan Representasi yang Adil: Penting untuk memastikan 

keberimbangan dalam perspektif yang diwakili oleh amicus curiae. 

Mendorong partisipasi dari berbagai kelompok atau organisasi dengan 

kepentingan yang berbeda dapat membantu mencapai representasi yang adil 

dan seimbang. 
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